




DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID UTAMA
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

NO JENIS INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKUENSI OPD
AKIBAT BILA DI BUKA MANFAAT JIKA

DITUTUP
1. Rekapitulasi NPWP ASN

Kabupaten Sintang
UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Sampai ada
persetujuan tertulis
dari wajib pajak
yang bersangkutan

Mengungkap rahasia pribadi Melindung data pribadi BPKAD

2. Laporan Pajak Pribadi
(LP2P) ASN Kabupaten
Sintang

UU No. 14Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h

Sampai ada
persetujuan tertulis
dari wajib pajak
yang bersangkutan

Mengungkap rahasia(data
kekayaan) pribadi

Melindungi rahasia (data
kekayaan) pribadi

BPKAD

3. Rencana Teknis Kegiatan
Pembangunan Daerah
Tahun 2020

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Selama proses
pengadaan
barang/jasa

a. Dapat menyebabkan
persaingan usaha yang
tidak sehat.

b. Dapat menghambat
kesuksesan proses
penyusunan kebijakan

a. Melindungi proses
penyedian jasa yang
terbaik dalam rencana
pembangunan

b. Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

SETIAP OPD

4. Draf Perjanjian Kerjsama
Dengan Pihak Eksternal
Kabupaten Sintang

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Sampai dengan
penandatangan
berita acara serah
terima

dapat menggangu
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual

Melindungi hak atas
kekayaan intelektual

BAGIAN
HUKUM SETDA

5. Konfigurasi Database
Dan Aplikasi Serta
Username Dan Password

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Selama masih
berlaku

Dapat membahayakan
keamanan badan publik.

DISKOMINFO

6 Data Temuan Auditor
Internal Terhadap
Pengelolaan Keuangan
Tahun 2019

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Sampai dengan
terbitnya laporan
keuangan yang
telah diaudit

Dapat menghambat
kesuksesan proses
penyusunan kebijakan karena
pengungkapan secara
prematur

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

INSPEKTORAT
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7. Rincian Harga Perkisaran
Sendiri (HPS) kegiatan
Pembangunan Tahun
2020

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf i dan huruf j

Selama proses
pengadaan
barang/jasa

Dapat menghambat
kesuksesan proses
penyusunan kebijakan di
bidang pengadaan barang/jasa

Memperlancar proses
penyusunan kebijakan di
bidang pengadaan
barang/jasa

SETIAP OPD

8. Internet Protocol/IP
Address Private

U No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,
Pasal 25-UU No. 14
Tahun 2008 tentang
KIP, Pasal 17 huruf b
dan huruf j

Selama masih
digunakan/berlaku

Dapat menggangu
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual-
Memungkinkan adanya
penerobosan/penyalahgunaan
hak akses

Melindungi hak atas
kekayaan intelektual-
Menjaga/melindungi hak
akses

DISKOMINFO

9. Data Penyandang
HIV/AIDS Kabupaten
Sintang

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17

Mengungkap rahasia pribadi Melindung data pribadi DINKES

10 Laporan Kasus/Diagnosis
Penyakit Pasien

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h dan huruf i-UU
No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan,
Pasal 57 ayat (1)

Sampai ada
persetujuan tertulis
dari pasien

Dapat mengungkapkan
rahasia pribadi pasien

Melindungi rahasia pribadi
pasien

RUSD ADE M
JOEN

11. Data Hasil Check Up
Kesehatan Perorangan
Pejabat Pemda

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h

Sampai ada
persetujuan tertulis
dari Pejabat yang
bersangkutan

Mengungkap rahasia pribadi
seorang Pejabat

Melindungi rahasia pribadi
seorang PNS

RUSD ADE M
JOEN

12. Dokumen Perijinan (41
jenis izin) beserta
lampirannya

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h

Selama dokumen
masih berlaku

Dapat mengungkap data
perusahaan/perorangan yang
bersifat rahasia

Melindungi data
perusahaan/perorangan
yang bersifat rahasia

DPMPTSP

13 Berita/Radiogram rahasia
Pemda kabupaten Sintang

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf c angka 6

Selama
pengungkapannya
membahayakan
keamanan negara

Dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan
negara

Melindungi pertahanan
dan keamanan negara

DISKOMINFO

14. Naskah ujian tertulis bagi
bakal calon penerima
beasiswa kedokteran
UNTAN Pontianak

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf i

Selama diperlukan
pengecualiannya

Dapat menghambat
kesuksesan kebijakan

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

BAGIAN
KESRA SETDA



15. Proses pertimbangan
jabatan.

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h

Sampai dengan
dikeluarkannya SK
Jabatan PNS yang
bersangkutan.

Dapat mengungkap rahasia
jabatan seorang

Melindungi data yang
bersifat rahasia

BKPSDM

16. Pembinaan dan sanksi
Hukuman Disiplin bagi
PNS Kabupaten Sintang

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf a, huruf h dan
huruf i

Sampai dengan ada
persetujuan dari
PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin

Dapat menghambat proses
penegakan hukum
Dapat mengungkap rahasia
pribadi seorang PNS
Dapat menghambat proses
penyusunan kebijakan

Membantu kelancaran
proses penegakan hukum-
Melindungi rahasia pribadi
seorang PNS-
Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

BKPSDM

17. Data Pribadi Penduduk
Kabupaten Sintang

a. UU No.14 Tahun
2008 tentang KIP,

b. Pasal 17 huruf i;-UU
No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan,
Pasal 84 ayat(1) dan
(2), Pasal 85 ayat
(1), (2) dan (3)

Sampai terbitnya
Keputusan yang
lebih tinggi (Pusat)
tentang ijin untuk
memperoleh data
pribadi penduduk.

Dapat mengungkap rahasia
pribadi seseorang

Melindungi rahasia pribadi
seseorang.

DISDUKCAPIL
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